
LAPORAN 

KONSOLIDASI PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 

UIN RADEN FATAH PALEMBANG 

Periode Januari – September 2025 

A. Pendahuluan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan unsur 

penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan 

perguruan tinggi. UIN Raden Fatah Palembang melalui PPID berkomitmen 

untuk mewujudkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

Sepanjang Januari-September 2025, PPID UIN Raden Fatah Palembang 

melaksanakan berbagai rapat dan bimbingan teknis untuk memperkuat 

koordinasi, konsolidasi, dan pengelolaan informasi publik. Salah satu agenda 

utama adalah konsolidasi pelaporan pelayanan informasi, di mana PPID 

Pelaksana dari fakultas, unit, dan lembaga menyampaikan laporan kepada 

PPID Utama untuk diselaraskan, diseragamkan, serta ditindaklanjuti. 

B. Tujuan Konsolidasi 

1. Menyelaraskan laporan pelayanan informasi dari PPID Pelaksana kepada 

PPID Utama. 

2. Menjamin keseragaman data, format, dan substansi laporan sesuai standar 

layanan informasi publik. 

3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi PPID Pelaksana dalam 

memberikan pelayanan informasi. 

4. Merumuskan tindak lanjut dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan 

informasi publik. 

 



C. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 

KIP. 

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik. 

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2010 tentang Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

5. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 576 Tahun 2023 

tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

D. Pelaksanaan Konsolidasi 

1. Waktu dan Periode 

a. Konsolidasi dilakukan dalam rangkaian rapat PPID Januari–September 

2025. 

b. Agenda konsolidasi tercermin dalam beberapa rapat, antara lain: 

• Rapat koordinasi internal standarisasi permintaan data publik 

(Februari 2025). 

• Evaluasi Triwulan I dan II (April & Juli 2025). 

• Rapat persiapan monev (Agustus 2025). 

• Evaluasi kinerja PPID (September 2025). 

2. Peserta 

• PPID Utama UIN Raden Fatah Palembang. 

• PPID Pelaksana dari fakultas, unit, dan lembaga. 

3. Agenda Pokok Konsolidasi 

a. Penyampaian laporan pelayanan informasi dari PPID Pelaksana. 

b. Penyamaan format laporan dan standar dokumen. 

c. Identifikasi permasalahan pelayanan informasi publik. 

d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut. 

 



E. Hasil Konsolidasi 

1. Keseragaman Laporan: Seluruh PPID Pelaksana menyepakati format 

standar pelaporan yang ditetapkan PPID Utama. 

2. Penguatan Koordinasi: Terjalin integrasi antara PPID dengan Humas dalam 

publikasi data agar tidak terjadi perbedaan informasi. 

3. Monitoring dan Evaluasi: Konsolidasi menghasilkan laporan evaluasi 

triwulanan yang menggambarkan capaian layanan, kendala, serta kebutuhan 

penguatan sistem digital. 

a. Identifikasi Kendala: 

• Keterbatasan SDM di beberapa unit. 

• Pemahaman standar keterbukaan informasi yang belum merata. 

• Keterbatasan sarana teknologi pada unit tertentu. 

b. Rekomendasi: 

• Pelatihan rutin bagi pengelola PPID Pelaksana. 

• Peningkatan sarana digital untuk pelayanan informasi. 

• Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. 

F. Kesimpulan 

Konsolidasi pelaporan pelayanan informasi PPID sepanjang Januari–

September 2025 telah berjalan baik. Proses ini berhasil menyeragamkan 

laporan dari PPID Pelaksana, memperkuat koordinasi antar-unit, serta 

menghasilkan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas layanan 

informasi publik di UIN Raden Fatah Palembang. 

Kegiatan konsolidasi ini perlu dilanjutkan secara berkesinambungan sebagai 

bagian dari upaya universitas mewujudkan tata kelola informasi publik yang 

transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip keterbukaan informasi. 

G. Penutup 

Demikian laporan konsolidasi pelaporan pelayanan informasi PPID ini 

disusun sebagai bentuk dokumentasi, pertanggungjawaban, serta dasar 

peningkatan layanan informasi publik pada periode berikutnya. 

 

Palembang, 25 September 2025 

PPID Pelaksana  

 

 

 

Vaurina  


